PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR :0 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

bahwa dalam rangka meningkastkan pelayanan informasl dan
dokumentasl yang berkualitas diperiukan adanya pedoman
pengelolaan pelayanan informasi  dan  dokumentasl o
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomeor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerisn Dalom Negeri dan
Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomaor
21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kots Madiun sudah
tidak sesuai dengan ketentuan pératuran perundang-undangan
seningga pertu gigantl |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimans dimaeksud
dalam huruf 3 dan hurdf b, perlu menstagkan Peraturan
Walikots Madiun tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Madiun ;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ;



Menetapkan

10,

11,

Undang-Undang Nomoe 5 Tahun 2014 tertang Aparatur Sipil
Negars

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebogaimana telah diubah beberaps kali terakhe
gengan Undang-Undang Nomor 9 Tahwun 2015 ;

Parsturan Pemerintah  Nomar 61 Tohun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbuksan Informast Publik ;

Peraturan Menter Dalam Negerl Nomar 52 Tahun 2011 tertang
Standar Operasiondl  Prosedur di  Lingkungan  Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

Peraturan Menteri Dalam Nagerl Nomor 3 Tabun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Infoemasl dan Dokumentasi
Kementarian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
Paraturan Komist Informasi Nomer 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik ;

Peraturan Komvsl Informasl Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasion Infarmast Publik ;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomar 15 Tahun 2011 tentang
Pelayanan Publik ;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalamn Peraturan Walikota inl yang dimaksud dengan !

1.
r 5
3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun,
Wallkota adalah Walikota Madiun.
Sakretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun,



10.

11

Perangkat Daerah yang s2lanjutnys disingkst PD adalah
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kots Madun,
Dewan Perwakilan Rakyat Daesah, yang selanjutnys disingkat
DPRD, adafah Dewan Perwakifan Rakyat Daerah Kota Madiun.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-
tanda yang mengandung ndai, makna dan pesan, baik data,
fakta maupun penjelassnnya yang dapat diihat, didengar dan
gbaca, yang disajikon dafam berbagal kemasan dan format
sesuai  dengan  perkembangan  teknokgi  informasi  dan
komunikas secora elektrondk maupun non elektranik,
Dokumentasi adalsh pengumpulan, pengolahan, penyusunasn
dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan
Informas publik.

Informasi Pubik adalah informasl yang dihasiian, disimpan,
dikefola, dikinm, dan/atau diterima oleh Badan Publik yang
berkaitan cengan  penyelenggara dan  penyelenggaraan
Pemerintaban Kota Madiun serta informasl @in yang berkaitan
dengan kepantingan publi,

Badon Publik adalah Pemerintah Dasrah dan DPRD yang fungs
dan tugas pokcknya berkatan dengan penyelenggarasn
negard, yang sebagan atau seluruh dananya bersumber dar
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non
pemenntah sepanjfang sebagian atau  seluruh  dananya
bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negerl.

Pejabat Publik adalah orang yang ctunjuk dan diteri tugas
untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan
Publik,

Pejabat Pengelala Informast dan  Dokumentasi, yang
selanjulnya disngkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung
jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan,
pemaliharaan, penyediaan, distrbusi, dan pefayanan informasl
dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang
terdn dari PPID Utama dan PPID Pembantu.



12,

13,

14,

15.

16.

17.

18.

19.

Aasan PPID adalah pejabal yang merupokan atasen PPID
Utama.

Pengefola Layanan Informasi dan  Dokumentasi, yang
selanjutrya disingkat PLID, adalah susunan pengelola layanan
infoemasi dan dokumentasi & lingkungan Pemerintah Daerah.
Standar Operasionsl Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP,
adalah serangkaian petunjuk tertulls yang dibakukan mengenal
proses  penyelenggaraan  tugas-tugas  Pejabat  Pengelola
Informeasi dan Dokumentasl,

Dafar Informasi den Dokumentasi Publik, yang selanjutnya
disingkat DIDP, adalah catatan yang berisi keéterangan secara
sistemates tentong seluruh Informas: dan dokumentast publik
yana berads dibawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak
termasuk informas dan dokumentasi yang dikecuslikan,
Rupng Pelayanan Informas! dan Dokumentasi, yang selanjutnya
Osingkat RPID, adalah termpat pelayaran informasi dan
dokumentasi publik dan berbagai nformasi dan dokumentasi
linnya yarg bertujuan untuk memfasilitasi penyampalan
nformasi dan dokumentasi publik.

Sistem Informasl dan Dokumentasi Publik, yang selanjutnya
disingkat SIOP, adalah sistem penyediaan layanan informasi
dan dokumentasl secara cepat, mudsh, dan wajer sesual
dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,
Laparan Layanan Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya
disingkat LLID, adalah laporan yang berisi gambaran umum
kebijakan teknis nformasi dan dokumentasi, pelaksanaan
palayanan informasi dan cokumentasi, den rekomendas serta
rencana tindax lanjut untuk menngkatkan kusitas pelayanan
informasi dan dokumentas:.

Sengketa Informasi Public adatah sengkets yang terjad antars
Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publk dan/stau
Pengguna  Informasi Publik yang berkaitan dengan  hak
memperoleh  danfatau menggunskan  informasi  publik
bardasarkan peraturan perundang-undangan,



20. Orang adalah orang persecrangan, kelompok orang, badan
hukum, atau badan pubiie,

21, Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan
informasi  publlk sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan,

22, Pemohon Informasl Publlk adalah wargs negara dan/atau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan
informasl  pubik sebagaimana diatur dalam  persturan
perundang-undangan.

BAB II
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara
Berkala
Pasal 2

(1) Informesi yang wajdb disediakan dan diumumksn secara
berkala, sekurang- kurangnya terdini dari

&. informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi ;

1. nformasi tertang kedudukon atau domesili beserta
dlamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan
tujuan, tiges dan fungs Badan Publik beserta kantor
ynit-unit di baweshnye ;

2. Sruktur orgonsas, gambaran umum selisp Sstuan
kerja, profil singkat pejabat struktural |

3. laparan harts kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajid
melakukannys yong telsh dipenkss, divenfikasi, dan
telah dikiimkan oleh Komisi Pernberantasan Korupsi ke
Badan Publik untuk dumumican,

b, ringkasan informas tentang program danfatau  kegiatan
yang sedang dijlankan dalarm Engkup Badan Publik yang
gekurang-kurangnya, terdiri dari :

1. nama program dan kegiatan ;



2. penanggung jawab, pelaksana program don kegistan

>

serts nomor telepon danfatau alamat kantor yang
dapat dihubungl ;

target dan/atau capaian program dan kegiatan ;

jedwal pefaksangan program dan kegiatan ;

- anggoran program dan keglatan yang meliputi sumber

den jumiah ;

agends penting terkalt pelaksansan tugss Badan
Pubik ;

informas  khusus lannya yang berkaitan langsung
dengan hak-hak masyarakat ;

informasi tentang penerimaan calon pegawal dan/atau
pejabat Badan Publik Negars |

informasi tentang penerimaan calon peserts didik pada

Badan Publk yang menyelenggarakan kegistan
pendidian untuk umum.

nngkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Baden
Publik berupa narasl tentang realisasi kegiatan yang telsh
maupun sedang dilankan beserna capalannya ;

+ fingkasan lporan kevangan yang sekurang-kurangnya
terdirl dan ;

L
2.
3

4,

rencana dan laporan reallsasi anggaran |

neraca |

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan
yang disusun sesual standar akuntansl yang berfaku ;
daftar aset dan Investasi.

ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-
kurangnya terdiei dar :

L
2

3.

4,

jumiah permohanan Informasi Publik yang ditesima ;
wakly yang Operukan dalam memenuhl  setiap
permohanan Informasi Publik ;

jumiah permohonan Informas: Publlk yang dikabufan
baik sebagian atau sejuruhnya dan permohonan
Informas Publik yang ditoiak ;

alasan penclakan permahonan Informast Publik.



e

e, informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebi@akan
yang menglkat dan/atau berdampak bagt publik yang
dikaluarkan oleh Badan Publik, teran dari :

1. daftar rancangan dan tahap péembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Keputusan, donfatau  yang
sedang dalam proses pembuatan ;

2. daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan yang
telah disahkan atau ditetapkan.

f. Informasi tenang hak dan tats cara memperoleh Informas
Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta prases
penyelasalan sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak
yang bertanggungiawab yang dapat dihubungl ;

@ Informasl tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan
wewenang 2tau pelanggaran yang dfakukan bok oleh
pejabat Badan Publik maupun phak yang mendapatkan (zin
atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan ;

h. nformasi tentang pengumwuman pergadaan barang dan
jase  sesual  dengan  pérsturan  perundang-undangan
terkait ;

I informas tentang prosedur peringatan dinl dan prosedur
evakuas keadasn darurat & setiap kantor Badan Publik,

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimans dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sslambat-lambatoya ! (satu) kall dalam
setahun,

Bagian Kedua
Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta
Pasal 3

(1) Informasi yang waib dumumkan secars serts merta antars
lain :

a. Informast tentang bencana alem seperti  kekeringan,
kebakaran hutan  karena faktor alarmn, hama penyakit
tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biess, kejadian
antariksa atau benda-benda angkasa ;



(2)

informasi tentang  keadaan bencana non alam  seperti
kegagalan industri atau teknologl, dampak industr, ledakan
nuklir, pencemaran  lingkungan  dan  kegiatan
keantariksaan ;

bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konfik sosial antar
kelompak atau antar komunitas masyarakat dan teror ;
informasi tentang jenis, persebaron dan daerah yang
menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular |
informasi tentang racun pada bahan mekanan yang
dikonsums oleh masyarakat ; danfatau

informasl tentang rencana gangguon terhadap utiltas
publik.

Informasi. sebagaimana dimaksud poda oayat (1) sekurang-
kurangnya meliput) :

potenst bahaya dan/atsu besaran dampak yang dapat
ditimbulkan ;

pihak-pibak  yang berpotensi terkena dampak ok
masyarakat umum maupun pegawal Badan Publik yang
menerima Zin stau perjanjan kerja dorl Badan Pubsk
tersedut ;

prosedur dan tempat evakuasi apabda keadsan darurat
terjadi ;

cara  menghindari  bahaya dan/stau  dempok yang
ditimbuiian ;

cars mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang ;
pihsk-pihsk yang wajib mengumurmikan informasi yang
dapat mengancam hidup orang barmyak dan ketertiban
umum ;

tata cara pengumuman informas apabila keasdaan darurat
terjack ;

waya-upaya yang dilokukan cleh Badan Publik dan/stau
phak-phak  yang  berwenang dalam  menanggulang
bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan,



.9.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 4

(1) Informasi yang wajib tersedia setiap saat, sekurang kurangnya
terdin dari ;
o. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat :

1.

2.
3.

nomor ;
ringkasan it informasi ;

pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasal
informasi ;

penanggungiawab  pembustan  atou  penerbitan
informasi ;

waktu dan tempat pembuatsn informas ;

6. Dbentuk informasi yang tersedia ;

7.

jangka wakty penyimpanan atou retens arsip,

b. informas tenmtang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan
Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri dari ;

L

5.

6.

dolkumen pendukung seperti naskah akademis, kajian
Mau petimbangen yang mendassr  terbitnya
peraturan, keputusan atay kebijakan tersebut ;
mesukan-masukan dan berbagal phak atas peraturan,
keputusan atau  kebijakan tersebut ;

risalsh rapat dar proses pembentukan peraturan,
keputusan atau kebijskan tersebut ;

rancangan peraturan,  keputusan atau  kebijakan
tersebut ;

tohap perumussn persturan, keputusan atau kebijakan
tersebut ;

peraturan, keputusan dan/stau kebljakan yang teish
ditorbitkan.

c. seluruh informas lengkap yang wajid disediakan dan
diomumian secarad berkala sebagaimana dimaksud datam
Pasal 2.
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iformasl tentang organisasl, administrasl, Xepegawaian,

dan kauangan, antara lan :

1. pedoman pengelclaan arganisasi, administrasi, personil
dan keuangan ;

2, profll lengkap pimgpinan dan pegawal yang meliputi
nama, sejarah karir atau possl, sefarah penddikan,
penghargaan dan sanksi berat yong pernah diterima ;

3. anggaran Badan Publik secars umum maupun anggaran
sacara khusus unit pelsksana teknis serta laporan
Keuanganmya ;

4. data swatistik yang dibust dan dikelola oleh Badan
Publik.

surat-sural perjanfan dengan pihak ketiga berikut dokumen

pendukungnya ;

surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam

rengka peloksanaon tuges pokok dan fungsinya ;

Sural menyurat pimpinon atau pejabat Badan Publik dalam

rangks pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ;

syarat-syarst perginan, izin yang diterbitkan dan/atau
dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan
penataan izin yang diberikan ;

data perbendsharaan ptay inventans ;

rencans strategis dan rencana kerja Bodan Publik ;

agenda kerja pimpinan satuan kerja ;

nformasi mengens kegiatan pelayanan Informasi Publik

yang dilaksanakan, sarana dan prasarena laysnan Informasi

Publik yang dimiliki beserta kondisnya, sumber daya

manusia yang menangan layanan Informasl Publik beserta

kualifikasinga, anggaran Gyanan Informasi Publik serta
laparan penggunaannya |

jumiah, jenis dan gambaran umum pelanggeran yarg

dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannys |

jumiah, jenis, dan gambaran umwm pelanggaran yang
dilaporken oleh masyarakat serta laporan penindakannya ;

0. daftor serta hasil-hasil perelitian yang dilakukan ;



(1)
(2)

(3)

(%)

p. Informasi Publik in yang tefah dinyatakan terbuka bagi
mesyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau
penydesalan  sengketa  sebagaimana dmaksud  dalam
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Pubik ;

Q. informasi tentang Standar pengumuman  informasl
sebagaimana dimaksud datam Pasal 3 bagi Badan Publik
yang memberikan zin dan/atau melakukan perjanjian kerja
dengan phak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam
hidup orang banyak dan ketedtiben umum ;

r. Informas dan kebijakan yang disampaikan pejobat publik
dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,

Bagian Keempat
Informasi yang Dikecualikan
Pasal §

Informasi Publik yang Dikecuasikan bersifat ketat dan terbatas.
Informasl Pubdk yang Dikecualikan bersfat rahasa sesud
dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan wmum
didasarkan pada pengujisn tentsng konsekuensi yang timbul
apabia suatu Informasi diberikan kepads masyarakat serta
setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup
Inforrmasi Publik dapat melindungi  kepentingan yang lebih
besar daripada membukarys atau sebaliknya,
Dalam hal Badan Pubik menyatakan Informasi Publik tertentu
dikecuaiikan maka pengecualisn Informasi Publik tersebut harus
didasarkan pada Pengujan Konsekuensi,
Informasi Publik yang Dikecualikan meliput] |
3. Informas Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepads
Permobon  Informasi Publkx dapat menghambat proses
penogakan hukum, yaity Informasi yang dapat :
1. menghambat proses penyeldikan dan penyldkan suaty
tindak pidana ;



2. mengunokapkan dentitas informan, pelapor, saksi,
danfatau  korban yang mengetahui adanya tndak
pidana ;

3. mengungkapkan dats intedijen kriminal dan rencana-
rencana yang berbubungan dengan pencegahan dan
penanganan segala bentuk kejahatan transnasional ;

4. membahayakan keselamotan dan kehidupan pensgak
hukum dan/atau kelusrganya ; dan/atau

5. membahayakan kesmongn perafatan, sarana, dan/atay
prasarana penegak hukum,

Informasi Publik yang apabila dibuka dan dberikan kepada

Pemaohon Informas Publik dapat mengganggu kepentingan

perlindungan  hak  atas  kekaysan  imtelektual  dan

perindungan dan persaingan usaha tidak sehat ;

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada

Pemohon  Informasi  Publik  dapat  membahayakan

pertahanan dan keamanan negara, yaltu :

1. nformasi tentang strategl, intefijen, operasi, taktik dan
teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
pertabanan dan keamanan negara, meliputi tahap
perercanaan, pelaksangan dan  pengakhiran atau
evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan
luar negeri ;

2. dokumen yang memuat tentang strategl, inteajen,
operasi, teknik dan taktik yong berkaitan dengan
penyelenggaraan sistemn pertahanan dan keamanaan
negara yang melputi tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pengakhiran atau evaluasi ;

3. jmiah, kamposisi, dsposisi, atau disiokas! kekuatan
dan kemampuan dalam penyeienggaraan sistem
pertahanan dan keamanan negara sarta rencana
pengambangannya ;

4, gambar dan data tentang situasi dan  keadaan
pangkalan dan/atau instatas) méter



6.
7'
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deta perkiraen kemampuan milter dan  pertahansn
negara Win terbatas poada segoly tindakan dan/atau
indikasi negars tersedbut yang dapat membahayakan
kedavlatan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
dan/atsy data terkakt kerjasama militer dengan regars
2in yang disepokati dalam perfanjian tersebut sebagai
rahasis atdu sangat rahasia |

sistem persandan negara ; dan/atau

sistemn intelijen negara.

d. Informas Publik yang apabila dibuka dan dierikan kepoads
Pemaohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekaysan
alam Indonesa ;

Informasi Publik yong apabila dibuka dan diberikan kepeds
Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketshanan
ekonomi nasional :

1.

2

rencana awal pembelian dan penjualan mata uvang
nasional atau asing, saham dan aset vital milik negora ;
rencana awal parubahan niai tukar, suky bungs, model
oparasi institusl keuangan ;

rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman
pemerintah, perubshan pejak, tard, atau pendapatan
negara/daerah lannya ;

rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau
propert |

rencana awal Investasl asing proses dan  hasil
pengawaesan perbankan, asuransi, atau lembaga
keuangan lainnya ; dan/fatau

hal-hal yang berkatan dengan proses pencetakan
uang.

Informasi Pubik yang apabda dibuka dan diberkan kepada
Pemohon Informast Publik dapat merugkan kepentingan
hubungan luar negeri

8

posisi, daya tawar dan strategl yang akan dan teish
diambil cleh negara dalam hubungannya dengan
negosias Internasional ;



«14 -

2. korespondensi diplomatik amtar negara ;

3. sistern komunikesi dan persandian yang dipergunakan
datam menjslankan hubungan imternasional ; dan/atau

4. perliindungan dan pengamanan infrastruktur strategis
Indonesia di luar negerl,

Q. Informasi Publik yang apabida dibuka  dopat
mengungkapkan Isl akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan teraichir atau wasiat seseorang

h. Informast Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada
Pemohon Informasi Publix dapst mengungkap rahasia
pridadi, yaity :

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga |

2. nwayat, kondisi dan perawatan, pengobotan kesehatan
fisik, dan psikis seseorang ;

3. kondm keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank
seseorang |

4, hasii-hasil evaluasl sehubungan dengan kapabilitas,
intelektuaitas, dan rekomendasi  kemampuan
sesacrang ; dan/stau

5. catatan yang menyangkut pribad seseorang yang
berlaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal
dan satuan pendidikan noaformal.

. Memorandum atau surat-wrat antar Badan Publik stau intra
Baden Publik, yang menunt sifatnya dirahasakan kecuall
atas putusan Komisl Informas! atau pengadian ;

L informasi yang tidsk boleh diungkapkan berdasarkan

undang-undang.
BAB III
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTAST PUBLIK
Pasal 6

(1) Informas dan dokumentasi Publik Pemerintahan Daerah
bersifat terbuka dan dapat diokses oleh setiap Pencguna
Informasi dan Dokumentasl Publik, kecuali informasi dan
Dokumentasi yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan
rahasia.



2)

(3)

80

(1)
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Informast dan Dokumentas: Publik di lingkungan Pemerintahan
Daerah depst dpercleh oieh Pemohon Informas  dan
Dokumentas: Publlk dengan cepat, tepat wakty, dan dapat
diakses dengan mudah,

Informasi  don  Dokumentast  Publik  yang  dikecuaian
sebagaimany dirnaksud pada ayat (1) sesual dengan kepatutan,
kepentingan umum, dan/atau ketentusn peraturan perundang-
wndangan,

Informasi dan Dokumentasi Publik vang dikecualikan
sebagalimana dimaksud pada ayat (1) dan ayst (3) didasarkan
pada penrgujian atas konsekuensi yang timbul apabda susty
informast dan dokumentas| dberikan kepada masyarakat
dengan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi
dan Dokumentasi Publik dapat melindungl kepentingan yang
lebih besar daripada membukanys stau sebalknya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak
Pasal 7

Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi
dan dokumentasi yang dikecualan dan tidak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan seperts

a. Informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan
negara ;

b. infeemasi dan  dokumentast yang berkaitan  dengan
kepentingan perfindungan usshs dari persaingan ussha
tidak sehat ;

¢ Informasi dan dokumentasi yang berkofan dengan hak-hak
pribadi ;

d. informasi dan dokumentasi yeng berkaitan dengan rahasia
jabatan ; dan/atau



(2)

(1)

(2)

(1

(2)

(3)
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¢. Informasi dan dokumentasi yang befum dikuasal atau
cdokumentasikan.

Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dizjukan oleh PPID Pembanty kepada

PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
Wallkota,

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 8

Pemerintahan Deersh  wojlib  menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang
berada & boweh kewenangannya kepada Pemohon Informasi
Publik, selain informasl yang dikecuslkan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan kewajiban sebageimana dimaksud pada
ayst (1), Pemerintahan Doerah dapat membangun dan
mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat
diakses dengan mudah,

BAB V
PPID
Pasal 9

Pengelolaan pelayanan informas dan dokumentas diaksanakan
Pemerntahan Doersh dengan membentuk dan menetapkan
PPID.

PPID schagaimana dimaksxd pada syst (1) melekst pade
pefabat struktural yang membidangl tugas dan  fungsl
palayanan informas dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
Untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID dibentuk
PLID.



C))

(5)

(1)

(2)
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PPID sobagsimany dimaksud pads ayat (2) merupakan PPID
Utarma pada PLID.

PPID  Utame di  lingkungen  Pemerintah  Daerah
bertanogungiawab kepada Wallkota melaiul Sekretaris Daerah.

BAB VI
KELEMBAGAAN PPID
Baglan Pertama
Umum
Pasal 10

PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daersh dibantu oleh
PPID Pembantu yang berada d lngkungan Perangkat Daersh
dan/atau Pejabat Fungsional.

PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daersh terdini otas
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dings,
Badan, Kecamatan dan/atau Pejabat Fungsional.

Baglan Kedua
Tugas dan Kewenangan
Pasal 11

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
bertugas :

a.

menyusun  dan melaksanakan  kebijakan informasi  dan
dokumentasi |

menyusun  laporan  pelaksanaan  kebijakan Informasi  dan
dokumentasi ;

mengoordinasikan den mengensolidasikan pengumpulan bahan
informasl dan dokumentas dari PPID Pembantu ;

menyimgan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memben
pelayanan informasl dan dokumentasi kepada publix |
melakukan verifikasl bahan Informasi dan dokumentasi publik ;



melakukan ujl konsekuenst atas informasi dan dokumentasl yang
dikecualikan ;

mefakukan pamutakhiran informasi dan dokumentasi |
manyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat ;

mefakukan pembinaan, pengewasan, evaluasl, dan monitoring
atas pelaksanaan kebijakan informesi dan dokumentasl yang
dilakukan oleh PPID Pembanty ;

melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerfa secara berkala
dan/atau sesual dengan kebutuhan ;

mengesahkan nformasi dan dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan ;

menugaskan PPID Pembantu dan/atay Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan memelibara informasi  dan
dokumentasi ; dan

membentuk tm fasilitasl penanganan sengketa Informasi yang
dgitetapkan dengen Keputussn Walikota,

Pasal 12

Daam rangka melaksarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, PPID berwenang :

o,

menolak  memberikan  informas  dan dokumentas  yang
dikecualkan sesuni dengan ketentusn peraturan perundang-
undangan ;

meminta dan memperokeh Informasi dan dokumentasi darl PPID
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya ;

mengoordinasikan  pemberian  pelayanan informast dan
dokumentasi dengan FPID Pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya |

menentukan atay menetapkan suatu informasi dan dokumentasi
yang dapat diakses oleh publik ; dan
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e. menugaskan PPID Pembantu dan/atay Pejabat Fungsional untuk
membuat, mengumpuikan, serta memelihara informasl dan
dokumentasi untuk kebutuhan organsasi,

Pasal 13

(1) PPID Pembantu sebagaimana dmaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
bertugas :

9

b,

membanty PPID Utama melaksarakan tanggungiawab,
tugas, dan kewenangannya ;
manyampaikan informasl dan dokumentas! kepads PPID
Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekall atau
sasual kebutuhan ;

melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi
sesyai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

manjomin ketorsedaon dan akselerasl layanan Informasi
dan dokumentasi bagl pemahon nformasi secara cepat,
tepat, berkuoltas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima ;

mengumpulikan, mengolah dan mengompilasi bahan dan
data Sngkup komponen Perangkat Daerah di lingkungan
Permarintahan Daerah masing-masing menjadi  bahan
informas publik ; dan

menyampalkan laporan pelaksanaan kebijokan teknis dan
pefayanan informasl dan dokumentas| kepada PPID Utama
secara berkala dan sesual dengan kebutuhan,

(2) Selain tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) PPID
pembanty khususnya sekretariat DPRD bertugas untuk :

b.

menyampalkan, meminta, mengelola, menyimpan informasl
dan dokumentast kepads DPRD  seswal  persturan
perundang-undangan ; dan
mengoordinasikan  Informasi  dan  dokumentasi  kepada
DPRD untuk menetapkan mformasi dan dokumentasl yang
dapat diskses oleh publik.



BAB VII
KELENGKAPAN PLID
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 14

(1) Susunan Organisasi PLID ditetapkan dengan Keputusan
Walkota,

Struktur organisasi PLID sebagaimana dimaksud pada ayet (1),
terdirl cari @

(2)

(1)

a.
b.

pembina, dijatat oleh Walkota dan Wakil Wallkota ;
pengarah selaku Awasan PPID, dijabat oleh Sekretaris
Daerah ;

Um Pertimbangan, dijabat oleh Asisten, seluruh Pimpinan
Perangkat Daerah dan Pejabat yang menangani bidang
Hukum ;

PPID Utama, dipbat oleh Pegbat yang menangan
informas: dan dokumentas! serta kehumasan |

PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat
Daerah yang mengeicla Informasi dan dokumentasi ;
bidang pendukung, yang terdirl dari Sekretariat PLID,
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang
Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi
Sengketa Infomast ; dan/atau

pejabat fungsional,

Bagian Kedua
SOP PPID
Pasal 15

Pedoman mengens SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sasual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2) Pedoman mengenal SOP PFID sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut ;

(3)

(1)

(2)

b,

kejelasan tentang pembat yang ditunjuk sebagal PPID
LZama dan PPID Pembantu ;

kejelasan temang orang yang ditunjuk sebagal pejabat
fungsional dan/atau petugas infformasi apobila diperiukan ;

kejefasan  pembagian  tugas, tnggung  jawab, dan
kewenangan Atesan PPID, PPID Utama, PPID Pembanty,
Bidang Pendukung dan Pejabat Fungsional ;

keplpsan tentang pejabat yang mendudukl posisl sebagal
Atasan FPID ysng bertanggungiowsb mengeluarkan
tanggapan atas keberatan yang disjukan oleh Pemochon
Infoemasi Publik ;

standar layanan Informasi Publik serta tata cara
pengeloiaan  keberatan di Bngkungan  Pemerintaban
Daerah ; dan

tata cara pembuatan laporan tahunan tentang Layanan
informasi Publik,

Dalam penyusunan SOP PPID mengacu kepada ketentuan

persturan  perundang-undangan tentang SOP di lingkungan
Pemerintah Doersh,

Pasal 16

Jenis-jenis SOP PPID, antara lain @

a.
b.
A
¢
e

SOP Penyusunan Daftar Informasi Publi ;

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ;
SOP Uji Korsakuens: Informasi Publk

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik ; dan
SOP Fasilitasi Senghketa Informas,

Contoh Format SOP sebagaimany dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran [ Peraturan Walikota ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

Baglan Ketiga
DIiDP
Pasal 17

DIDP paling sedikit memuat :

a. nomor ;

b. ringkasan sl informasi ;

pejabat stou unit/satuan kera yang menguasa informasi ;
penanggungiawab pembuatan stau penerbitan Informas: ;
waktu den tempat pembuatan infoemasl ;

bentuk Informas! yang tersedia ; dan

g, jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip,

DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secars berkafa oleh PPID
Utama.

Keseluruhan Informasl dan dokumentast pubdk yang sudah
dipublikasikan harus diserabkan kepada perpustaksen o
fngkungan Pemerntah Daerah umtuk dilestarikan  dan
dikiasifikas menjadi bahan pustaka,

Format DIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
pedas Lampiran 1T Peraturan Walikota ini,

e 8 p

Bagian Keempat
RPID
Pasal 18

RPID terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan dilengkap
gdengan serana den prasarana yang memadal,

RPID dikelcla oleh pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi.

Bagian Kelima
SI0P
Pasal 19

SIDP dbuat dan dikermbangkan oleh PPID untuk mempermudah
akses pelayanan informasi publi,



(2)

(1)

(2)

3

Pengembangen SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terntegrasi antara PPID Utama dengan PPID
Pembanty.

Baglan Keenam
LLID
Pasal 20

LLID wajib dibust don disediakan oleh Badan Publik paling

lambat 3 (tiga) bulan setelsh tahun pelaksanaan tahun

engouren berakhir,

Salinan LLID Pemerintahan Daersh sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampalkan kepada Kementerian Datam Negori

dan Komis Informasi Pusat sesual kewenangan masing-masing.

LLID, paling sedikit memuat :

a. gambaran umum kebijekan pelayanan informast dan
dokumentasi Publik di ingkungan Pemerintahan Daerah ;

b, gambaran umum pelsksanagn pelayanan informast dan
dokumentasi Publik, antara lain :

1. sarana dan prasarany  pelayanan  informasi  dan
dokumentasi Publik yang damilikl beserta kondisinys ;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanasn
informas dan dokumentasi Publik beserta kualifikasingg
; dan

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik
serta laparan penggunaannya ;

c. rincian pelayanan informasi dan dokumentasl Publik yang
mekiputi :

1. jumiah permohonan Informasi Publik ;

2, waktu yang diperiuksn dafam  memenuhi  setiap
permohonan  Informasl  Publik dengan  kiasifikas|
tertentu ;

3. jumish permohonan Informasi Pubik yang dikabulikan
baik sebagian atau seluruhaya ; dan

4, jumiah permobonan Informasi Publik yang ditofak
besarta dlasannya



(1)

(2)

(3)

(4)

s

4. rincian penyclesaian sangiketa Informasi Publik, meliputi @
1. umish keberatan yang ditenma ;
2. tanggapan atas keberatan yang dberkan dan
pelaksanaannys ;
3. jumish permobonan penyelesaian sengketa ke Komisi
Infermas yang berwenang ; dan
4. hasil mediasi donfatau keputusan ajudikasi  Komisi
Informas yang berwenang dan pelaksanaannya oleh
badan publik, jumiah gugatan yang dajukan ke
pengadilon, dan hasil putusan pengadilan  dan
pelaksanaannya oleh badan publik ;
e. kendola internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan
informasi dan dokumentas Publik ; dan
f.  rekamendasi dan rencana tindak lanjut untuk menngkatkan
kualitas pelayanan informasi dan dokumentast.

Pasal 21

LLID merupakan baglan darl informasi Publlk yang wajb
tersedia satiap saat.

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
publik dan disampaikan kepada atasan PPID,

LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dsampaikan kepada
Walkota oleh atasan PPID.

LLID sebagaimana dsmaksud pada ayet (3) akan diaporkan
oleh Wallkota sebagal bagian dalam laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,

Baglan Ketujuh
Pendanaan
Pasal 22

Pandanaan yang diperiukan untuk pengelclaan pelayanan informasi
dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah ddebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun,



BAB VIII
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
Pasal 23

Pemohon informasi dan dokumentast meliputi |

e an o

perseorangan |

kelompok masyarakat ;
lembaga swadays mesyarakat |
organisasi masyarakat ;

partai politik ; dan

badan publik lainnya.

Pasal 24

Pemohon informasi dan dokumentasi sebagaimana demaksud dalam
Pasal 23 wajb memenuhi persyaratan :

a.

(1)

mencantumian identitas yeng Jelas sesunl dengan ketentuan
yang berlaku dan/atay peraturan perundang-undangan ;
mencantumkan slamet dan nomor tedepon yang jelas ;
menyampaikan secars jelas jenis informasi don dokumentasi
yang dibutuhikan ;

mencamumkan maksud dan tujuan permohonan informasl den
dokumentasi yang dapat dipertanggungiawabian ; dan
menyatakan kesodisan membayar bisyd dan cara pembayaran
untuk mempercieh informasi yang dimints, sepanjang Didys
yang dikenakan tertilang wajar.

Pasal 25

Setiap Pemohon Informasi  Public  dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh Informasi dan  dokumentas!
Publik kepada Pemerintohan Daerah terkait secara tertulis atau

ticok tertusis.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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PPID Wtama dan/atey PPID Pembantu dan/atau  Petuges

Informasi wajib mencatat nama, Nomor Induk Kependudukan,

don alormat Pemohon Informas Publik, subjwek dan format

Informasi serts cara penyampaian infarmasi yang diminta oleh

Pemohan Informast Publik,

FPID Utama dan/atau PPID Pembentu danfatau Petugas

Informpsi wajb mencatat permintaan Informasi Pubiik yang

diajukan secara tidak tertulis,

PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atac Petuges

Informasi  wajib  memberkan tanda  bukti  penerimaan

permintaan Informas Publik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada
saat permintaan diterima,

Dalam hal permintasn disampalkan secara langsung atau

melalul surat elektronlk, namor pendaftaran diberikan saat

penerimasn permintaan,

Dalam hal parmintaan disampaikan melaful surat, pengiriman

nomor  pendafaran  dapat  diberikan  bersamaan  dengan

pengiriman informasi,

Paling fambat 10 (sepuluh) hari Xerja sejlak  diterimanya

parmintaan, PPID tama wajb menyampaikan pemberitahuan

tertulis yang berisian :

a. Informasl yang diminta, berada di bawah penguasaannya
ataupun tidek ;

b. penerimaan atau penciakan permintaan atas informasl
dengan  alasan  Sesval dengan  ketentuan  peraturan
parundang-undangan ;

¢, alat penyampal dan format informas yang akan obenkan |
dan/atau

d, baya serta card pembayaran untuk memperoleh informasi
yang dirninta.

PPID Utama wajib mormnberitabukan Badan Publik yang

menguasal informasi yang dminta apabila informasi yang

diminta tdak berada di bawash penguasaannya dan Badan

Publk yang menerima permintaan mengetahul keberadasn

Informas yang dminta.
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(9) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian
dicantumkan mater! informasi yang akan diberian,

(10) Dalam hal suatu dokumen mengandung maten  yang
dikecualikan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maks Informasi yang dikecualikan tersebut dapat
ahitarmkan dengan disentai alasan dan materinya.,

(11) Pemenntahan Daerah dapal memperpanjang waktu untuk
mengimkan pemberitahuan  sebagaimoena dmaksud pada
ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hori kerja bertkutnya dengan
memberikan aasan secara tertulis,

BAB IX
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 26

(1) Setiap Pamohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan
secara tectulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut :
a, penolgkan ates permintasn informasi berdasarkan alasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (7) ;

b, tidak dieadakennya informasi den divmumkan secan
berkale sebagarmana dmaksud datam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 14 Tehun 2008  tentang Keterbukasn
Infoemasi Publik ;

c. tidak dtanggopinys permintaan informas ;

d. permintaan informas ditanggape tidok sebagaimans yang
diminta ;

e. tdak diperuhinya permintasn informasi ;

f. pengenaan biaya yang tidok wajar ; dan/atau

g. penyampalan Informasi yang melebihi waktu yang diatur
dafam Undang-Undang Keterbukaan [nformasi Publik,



(2) Masan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampal
dengan huruf g dapet diselesaikan secara musyawarah oleh
kedua belah pihak.

Pasal 27

(1) Keberatan diajukan cleh Pemobon Informasi Publik dalam
Jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harl kerfa setelah
dgtemukanma alasan sebegaimona dimaksud dafam Pesal 26
ayat (1).

(2) Atasan PPID memberikan tanggopan atas keberatan yang
dizgjukan okeh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tige puluh) han kerja sejekx diterimanya
keberatsn secara tertulls,

(3) Alasan tertulls disertakan bersama tanggapan apabia Atasan

PPID menguatkan putusan yang ditetapkan cleh bawahannya,

Pasal 28

Alur prosedur layanan Informasl Publik, Format Formule dan Register
Pelayanan Informasi Publik sebagsimena dimaksud dalam Pasal 25,
Pasal 26 dan Pasal 27, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111
Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informasi
Pasal 29

(1) Sengketa nformasi dapat terjadi apabila Komis Informasi
sesual  dengan  kewenangannya, mensnma permahonan
sengketa informasi yang dajukan pemohon informasi karena
tidak menenma alasan tanggapan Atasan PPID,

(2) Pengajuan sengketa informesi sebogaimons dimaksud pada
ayat (1) ddakukan pemohon informasi dalam waktu paing
lambat 14 (empat belas) han kena setelah diterimanys
tanggapan tertulis dan Atssan PPID,



(1)

(2)

3

(4)

(5)

(6)

Pasal 30

Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaan Sengketa
Informasi Publik dilakukan sesuad dengan ketentuan paraturan
perundang-undangan.

Walikota melsdu Atasan PPID menetapkan Tim  Fasilitasi
Sengketa Informasli  untuk  mengupayskan  penyelesaan
sengketa Informasl, yang dibentuk oleh PPID Utama.
Keputusan penetapan Tim Fasiitasi Sengkets Informasi juga
berfungs sebagal Surat Kuasa untuk bersidang mewakili
Pemerintah Daerah di Komis Informesi sesual  dengan
kewenangannya,

Tin Fasiltas Sencketa Informasi di ketus oleh PPID Utama
dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat yang menangani
bidang hukum dan pejabat fungsional serte pejabot/staf loinnya
sasyail dengan kebutuhan,

PPID Utarma melaksanakan fastitas pensnganan sengketa
informasi dengan melakukan koordinasl dan  konsoSdasi
bersama PPID Pembentu terkoit, pejobdt yang menangani
bidang hukum, pejabat fungsional dan plhak lain yang
dipandang periu,

Mekan=me kerja Tin Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi
diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan PPID.

Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian
sengketa informasi kepada Atasan PPID.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada soat Persturan Wakkota inl mulal berlaku, maka Peraturan
Waliketa Madiun Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kots Madiun, dicabut dan dinyatakan tidok berlsku,
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Pasal 32

Paraturan Walikota nl mulai berlaku pada tanggal dundangkan,

Agar setiap orang mengetahuirm@, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikots Inl dengan penempataniys dalam Berita Daerah
Kaoka Madiun.

Ditetagkan d MADIUN
pada tenggal 27 Sepreaber 2057

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, 5H, M.Hum.

Cundangkan d MADIUN
pada tanggal 27 Septembier 2017

SEXRETARIS DAERAHN,

ttd

Drs, MAIDE, 5H, MM, M.Pd
Pambina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERTTA DMERAM KOTA MADILUN TAHUN 2017
MOMOR 2106

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH

NIP. 19750117 199602 1 001



LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIXOTA MADIUN
NOMOR  : 20 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Swepresher 2017

FORMAT STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTAST PUBLIK

NOMOR S0P
TGL. PEMBUATAN
TG REVISI
LOGO INSTAMS! TGL. EFERTIF
DISAHKAN OLEH
MAMA S0P PENYUSUNAN {—
NAMA INSTANS! |
DAETAR
INFORMAST DAN DOKUMENTAST PUBLIK




DASAR MUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ;
1. Undang-Undang Nemar 23 Tabwun 2013
4. Peraturan Pemerintah Nomee 61 Tabun 2010 ;
5. Peraturen Komisi Informast Nomor | Tahun 2010 ;
6. Peraturan Komisl Informas Nomar 1 Tahun 2013 |

7. Peraturan Komis Informasi Nomar | Tahun 2017,
L PERALATAN, PERLENGKAPAN:
L Lembaren Kesje dan Rencane Kerja
2. Temm of Reference
3. Alat Tulis Xantor
4, Jaringan Internst
FERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpen dalam bantuk soffcopy dan fardeopy




Kegiatan

Kelenghkapan

Keterangan

2

Mengumpulkan informasd dan
dokumantasi yang berkuaitas
dan relevan dengan tupoks
masing-masing koenponen dl
Lingkungan

Pemerintahan Desrah,

baix yang diproduks sendin,
dixambangkan, meupun yang
dikirim ke pihak lain, yay)
berupa arsip statis mavpun
dinamis, arsip aktF maupun
arsp Inaktif dan arsip vital
yang dikuasal, Informas! yang
dllakukan meliput] jenis
dokumen, penanggung jawad
pembuatan, waktu dan tempat
pembustan, serta bentuk
informasi yang tersedia calam
havdcopy dan softcopy. Format
pengisian dalam pengumpulan
informsasi dan dokumentast di
masing-masing kemponan d
Lingkungan

Pemerintaban Daerah,

LUUNo I
Tahun 2003,
20U %o 25
Tehun 2009;
10U No Y
Tabun 2013;
4. PP &1 Tahun
2010;
S Perki Ko
Tahun 2050;
& Pecki No !
Tahun 2013,
7. PerkiNe 1
Tabun 2013,

berkala,
serta mena
dan sethap

DIDP yang telah
dikumpufan
garl kompanen
can Peranghat
Daerah




1 2 3 4 6 7 8
2 kaskan sefuruh UU Ko 14 Sacarn DIDP yarg teish
informasi dan dokumentas l Tabun 2008; | berkata, disastias)
yang telah dikumpulan can £2. Ul Ko 25 serta merts | edenarannya
mengicorzifikasikannya Tahun 2009, can sctiap

berdasarkan séat informasi . bl . LU No 23 saat
dan dokumentasi, sefain fu Tahun 2013;
jugs mengksfikasian . PP 61 Tahun
informas dan dokumentas 2010;
yang dikeasdikan dengan B, Perki No 1
katagor! sehagaimana yang Tabun 2010;
telah dietapkan melsiu UU . Perkd No L
No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Tahun 2013;
dan Pasal 18, Penaujien P.MNM
tentang korsekuens! dengan Tahun 2017,
seksama dan penuby ketelitian

sebelum meryatakan

Informas! dan Dokumentas|

Pubilk tertenty dikecualicen

oleh satiap oranc.

3 | Mendokumentasikan nformas v Alat tuts Secara pice
publix dalam bentuk saftcony kantor barkala,
dan wmoat panympanan . sena merta
dokurmen dalam bentuk fard dan setiap
copy cengan tata cara separt saat
mengarsip dokuman dan
dipisankan sesual klasilikasl
formas dan dokumentasi
wajb, secara berkals, serta
merta dan setiap saat, Perlu
dibust daftar Informasl dan
dokumentasi yang dikecualikan,




-

4 | Menctapkan DIOP secars Mengadakan Serelan Surat Setelsh DIDP
reuri dan mengumumkan . rapat bersama | DIDP Keputusan ditetapkan,
kopada masyarakar, gengan PFID terkumnpul DICP yang jka ada

Utama dan dar PPID dtandatangani tambehian
PPID Pembertu ofeh Atasan informasi
Pembantu PPID bary, dbust
vtk SK untuk
Mereapkan dretapkan
oP

5 | Mengunggah DIDP ke Wirbser dan Setclah Adarve konlen

Webste resmi <arana DiDP DIOP & wobsie
Pomerintah Dasrah maupun . - nformasi ditetapkan Pemerintah
melfalul sarana informas &irya yang oleh Atasan | Daarsh
lannya. dimitki cieh PPID

Pemexintah

Daerah




B. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMAST PUBLIK

l%ou soP
PEMBUATAN g
REVIST :
LOGO EFEKTIF :
INSTANS]
DISASHKAN OLEH
NAMA SO
NAMA PELAYANAN
INSTANSI
PERMOHONAN INFORMAS]
PUBLIK
DASAR HUKUM KUALIFIKAST PELAKSANA
1. UU 14 Tahun 2008 ;
2. UU 25 Tahun 2009 ;
3. UU 23 Tahun 2012 ;
4. PP 61 Tahun 2010 ;
, Perk 1 Tahun 2010 ;
Perki 1 Tahun 2013 ;
7, Persd 1 Tahun 2017.
KE TERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
. Lembar Kerla dan Rercana Xerja
, Term of Reference
. Al tulis kantor
; )tmqfan intemat
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Dsimpan dalam bentuk softropy dan harcopy




Pelaksana Pendukung
Keglatan Baglan PPID dan Ketarangan
Regetris PPID Perangkat |  Kelengkapan Waktu Output
PPID Pambant
2 1 5 7 8 Q 10
Informas depat meryampaikan| (1) Formulr  |Pada harl r
informas dbatunkan bak jam kerge untuk Permahonan
langsu'gdmun?mm Informasi | pemohon informasi
yang riformasi yang tela
tersadia SECAD dig |engka
mesm W dan dllampin
pelayanan fotocogry/
PPID m.fm scan
yang Infarmasd diri (NIX)
dtampilkan |secara  tidak
O wodste,  |langsung
(2) Fotocopy
v
Identitas d
e
pemonon
nformas)
Metakukan regstrasi barkas - Somua data- | Pada han Q1P yang
phonan informas publix. Jka v data gan am telah
mwumvw%“dminn pemoncn Kerjs untus LErsUsuUn
tetah teemasuk dafem DIP dan nformasi pemohon dalam
dimiik olgh meja informast atau disimpan Informas bentuk
sudah terdapat & nedss PPID, maka dalam secars hardeapy
langsung dberikan kepace pemahon bertuk Bngsuryg dan
informasi atau biss kogaung dundul hardcopy dan | dan setiap softcopy
oleh pamohon informasi, Jka SoVTeopy saat uriuk
Intormasi/dokumentas yang diminta pamohon
belum termasuk dalsm DIP, maka Informasi
berkas permobonan desmpaikan secrs Udak
wepada PPID atau PPID Pembantu, langsung




2

10

PPID meminta kepada kompanen QrP yang 10 (sepuiuh) | DIP
atay Peranghat Deerah untuk telah hari kerfa
munbwunmfumasmddum ditetapkan sejak
yang sudésh termasuk dsam DIF, i . cleh
Wmmammpda <P kampanen infurmas
mo!mlmmasl.tompmenm atau diterima olkeh
Purangkat Daerah memberkan Parangkat PPID
informasi atau dokumean yarg Daerah
dimaksud kepada PPID dau PPID
Pembenti.
Memberfan irformasi atay dokurnen Informasi Perpanjangan | Informesl
yang diminta oleh pemahan informasi atau permohenian | publik
yang telah monandatangani tanda Cokumen nformas: yang
buktl peneremaan aformas atau yang adalah daminta
dokumen. diminta cleh 7 (tuh) hart | oleh
pemohan karja pamohon
nformast informas




C. SOP U1 KONSEKUENSI INFORMAST PUBLIK

NOMOR SOP
[TGL. PEMBUATAN
[FGL. REVISI
LOGO EFEKTIF
INSTANSI
DISAHEKAN OLEM
AMA SCP
NAMA U KONSERLENST
INSTANSI
INFORMAST PUSILIX
DASAR. HUKUM KUALIFIXAST PELAKSANA
L UU 14 Tabun 2008,
2. UU 25 Tahun 2009;
3. Uy 23 Tehun 2013;
PP 61 Tabkwn 2010;
, Perkt 1 Tabhun 20105
Perki 1 Tdyd 2013;
17, Perki 1 Tahun 2017,
KATAN: TAN/PERLENGRAFAN:
Leenbar Kerm dan Rencana Kerfa
Term of Reference
Alat tuls kantor
. Jaringan Imemet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATALN:
. Disimpan dalam bentuk saftoapy den Aanaoy




Pelaksana Pendukung
D Tim Komporen
Kegiatan ama dan | Pertimbangan aau Keterangan
) Pelayanan Perangkat Kelengkapan Wakt Cutput
Pembanty informasi Daerah
2 3 4 5 7 t 9 10
Melakiukan kajian atas Berkas Setiap saat Barkas
nformasifdokumen yang tidak permobanan parmohoran
termasuk dalam OIF dengan infromasl/ irformas!
mlibatkan Tim Pertimbangan . dokurmen dari yang telsh diisl
Pofayaran Infarmas. Pemohon lergkap dan
Informas ditampini
fotocapy)'scan
identitas din NIX
Memberkan atas Dasar hukums Pada hari Surat
informasyf dokumen yang dimaksod Undang-Undang | dan fam kerfa | Keputusan Tim
yang bersifat rahasia berdasarkan Nomor 14 Tahun Pertimbangin
UU, wepatutan dan kepantingan 2008 dan Pelayanan
umum Peraturan Kamisl Informasl
| Informas Namor
1 Tahwn 2010

Monyampaikan kepada PPID atas Informasy Pada har Informasd/
Qtus nformasidalumen yang dokumen yang | Gan jam dokumen dan
dminta pemobon infarmasd, tedah kerja, komporen
apaiah termasuk 2hasla atou l < dinyatakan maksimal 10 | atau

terbuke. Jika Informasi/dokumen terbuka urtuk (sepuluh) Perangkat
yang dimaksud adalah terbuka, pubiik hari kesia, Desrah

maka PPID memerintahkan kepada sefak

komponen/Perargiat Dacrah > - parmohonan

urituk menyerahkan informasi/ nfoemasi

dokumen yang dimaksud. Jika teregistrast

status informasl/ dolumen dleh




“11-

Tim Pertimbangan Pelayanan

Informast dinyatakan rahasia,
traka PPID membust surat
penalsisn kepada pemmohon
informasi.
Mamberfian mformeasi yang Informasif Maksimal Informasi
diminta cleh Dosumen yang | diberikan pubdik yang
pernohon Informas dengan diminta oleh porparijangan | diminga
menandatangani tanda hukt femohan pemenuhen oleh Pemohon
penerimaan atau memberikan _+.- Irformasi atay | parmohonan | Infarmasi
surat penolakan kepeds pemahon surat informast atay surst
{ika status informasi/dokumen penolakan selama 7 penolakan
dinyatakan rahasia. |ka informasl/ {tguh) harl
dokumen sefak
tersebut pembearitahu
dikategarikan an terudis
rahasia diberkan
gan tidek
copat
Giperpanjang




D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

-13=

FMR sop
. TAN

FGL REVIS] s
LOGD ITGL. EFEKTIF :
INSTANST
DISAHKAN OLEH h
soe
NAMA PENANGANAN KEBERATAN
INSTANST
INFORMAST PUBLIK
DASAR HUKUM FIKASE PELAKSANA
1, UU 15 Tahun 2008 |
2. UL 25 Tahun 2009 ;
3, UU 23 Tahun 2013 ;
4, PP 61 Tahun 2010 ;
5. Perki 1 Tanun 2080 ;
Perk) | Tahun 2013 ;
7, Perki L Talwn 2017,
KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
. Lembar Kerja dan Rencena Kerja
Term of Reference
Aat tulis kantor
Jaringan Intormet
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

L Disimpan dalam bentuk softcany dan fardcopy




« 13-

Pelaksana Pudulm-,
PPID ataw
Keglatan o Keterangan
Permbanty
2 5 7 Q
Pemonon Informasi (1) Farmulir Pada hari dan | Formwiir
mermpalkan pengajuen Pangajuan pengajuan
keberatan atas tdak terdayaninya ¥eberatan keberatan
permanonan informasi yery Informasi ptayanan
dibututikan melaus ; (1) catarg Fublik yang Irformasi
langsung dan mengisl formudir tersedie di publix yang
permobonian pengaian keboratan mes3 pelayanan| telah dis
informasi publk dengan PPID atay lengkap dan
meiengkapi fotocapy identitas dirl ditampikan A diampit
(NIK), (2) melahut wobste dengsn webste dan fetooopy/scan
menglsl formudir yang telah depat diundun, dentitas disi
dunduh dan meryertakan scan (2) Fotocapy (NI¥)
Identitas diri (NIK) kemucian atau
dikirim ke alamat email PPID yang stan dentias
tortera di webste, (3) mengerim fax dirl (NIK) darl
formwir parmohonan Infarmas pemohan
yang telah disi lengkap dsenal yang
dengan fax Identkas din (NIX) ke mengajukan
nomor fax FPID, keheratan
Maelakukan farmulir Semua data- Pada hart Daftar pengajuan
pengeiuan tan pelayanan - . —_—— . . data pemohon 2m kerja keberatan
pelayaren
irformasi dan menyampakan irformasl informas: yang
pengajuan keberatan kepeds disimpan dalam tedan di-fie
Atasan PPID bentuk calam bentuk
havcopy dan hardoopy dan
softcopy softcopy




-14-

—

2

10

Ik

3 | Memerisa formulir pengajusn Berkas Pace harl dan | Daftar surat
kaberatan dari Para Femahon pengajuan Bam kerja yang hans
informas dan memesdntahkan . keberatan diberikan
PPID dan PPID Pembanty untuk pdayanan kepada PPID
menjawab permohoran nformast Informas yang dan FPID

telah disi Pembanty
lengkap

4 | Memernirtahkan kepada PPID dan (1) Berkas Pada han dan | Surat perintah
PPID Pombarty untuk memeauhi pengajuan Jam kerje tertuls
permintaan informasi darl ' koberatan kopada PPID
Pemohon Informasl. pelayanan dan PPID

informasi Pembantu
yany telah dis Lk
engkap, mamenuhil
(Z) DIP panmintaan
yang telah pemotyn
diumamkan Irformasi
yenyg
mengajukarn
keberatan
pelayanan
infoemasi
pubhk

5 | Memberikan Informas yeng Dakumen/ Pada heri dén | Informes
dminta akeh pemohon informasi irformasi Jom kerju publik
kepada Atasan PPID jika informasi _.. yang dmaksud yang dininta
yang dimaksud telah masuk DIP aleh Pamohon oleh Pemobon
Arasan PPID akan menjiaab Informasi atau Informasi atau
pengajuan kebaratan kepada reomendas! surat
pemnohon informasi, Jka informasi surat penolakan penciaan




.‘5.

2

11

yeryg dinginkan pemohon
informiasi Gdak tarmasuk dalam
DIP yang telah diumumkan, karena
Informasi belum tersedia atau
termasuk Informas yang
dikacualikan, maka dbadkan

gurak penclakan kepada Pemahen
Infarmasl,

dari PPID atau

Pambantu
karena
informay yang

informasi yang
dikecualivan

Informasi
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E. SOP FASTILITASI SENGKETA INFORMASI

POMCR SCP
[TGL. PEMBUATAN .
[TGL. REVISI -
LOGO TGL EFEXTIF .
INSTANSI
DISAHKAN CLEH 3
A SOP
MAMA FASILITAST SENGKETA
INSTANSE
INFORMAST PUBLIK
DASAR HUKUM PELAKSANA
1. UU 14 Tehwn 2008 ;
1 UU 25 Tahun 2009 ;
UU 23 Tahun 2013 ;
PR 61 Tahwn 2010 ;
, Parsd 1 Tahun 2010 ;
Perki | Tahun 2013 ;
7. Perkl | Tahun 2017,
KETERIKATAN: TAN/PERLENGKAPAN:
. Lembar Kers» dan Rencana Kerla
. Term of Reference
. Alat nfis kantor
. Jaringan Irtemet
PERINGATAMN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan datam bertuk soffcupy dan havdoogy




-17 -

sengheta nformesl, yang dibentuk
oleh PRID Utama

Pelaksana Pendukung
Kegiatan Famohon PPID atay Atasan Keterangan
Iformast PPID PPID I : Kelengkapan Waktu Output
Pembantu
2 3 4 5 7 ] 9 10

Setiap Pemohon Informas: dopat (1) Formulr Pada han dan | Berkas
mengajukan keberatan sacara Pengajuen Keberatan| jam Kerfa, parmahonan
tertuls kepacia Atasan PPID dalam Informas! Pubik maksimat 10 | Informas
waktu 10 {sepufun) harl kerja, . yang lessadia & mejal (sepulub) harl | yang telah
wejak permahonan informasi pefayanan PPID atau | kerjo, sejek dig fenghan
teragistrasi dan diberfican, dtampilkan & pamohonan | dan cilampini
Perpanfangan pemenchian webate den depst | Informasl fotocopy!
parmohonan informast selama? clunduh, teregistrasi scan idantitas
(tujuh) har sejak pamberitahuan (2) Fotocopy stau drl (NIK}
tertuls diberkan dan tidak dapat scan \dentias din
diperpanjeng lagi (NIK) cdari Pernahon

Informag

yang mengajukan

keberatan

A

Atasan PPID menetapkan Tim Tanggepan
Fasiltas sengketa Informasd untuk tertuls dan
MengUpEYakan peryelesaan - Atasan PPID




~18 -

10

terkait, pejabat yang menangani
bidang hukum, pejabat fungsional,

14 (empat
bedas) han
kerja setelah
drermanya

tertulis dan
Atasan PPID,

Informasi Provinsi, Komist
Informasi Kota Madiun s2sual
dangan kewenangannya apabiia
tanggapan Atasan PPID datam
proses keberatan ticak
memuaskan Pemohon Infarmasi,

C

[( WALIKOTA MADIUN, 4

— e

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.




LAMPIRAN 11 =

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLTK

PERATLRAN WALIKCTA MADILN
NOMOR s an TAHUN 20Y7

TAMGGAL : 27 Septomber 2017

I

\ Pesabaly Unky Fw Vaaktis idan Beritisk lamghia
Nk | TNkt e Tempat | Infomasi AV Wt Winkh o |
ang Parribsipian CHurmamban My
Infarmasl | g0 o Manguasal stas Penert | Pembiustan Fang : Diumumian | Diumurkan Yy B s
rdoiad Trfsrrtsl Infomiasi Temeda Berkad Gorta Merta | Setiap Saal | dieecoabkan Al

= = T — " !
2 3 4 5 f 7 8 9 140 11 12

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.



LAMPIRAN 11 : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR  : 20 TAHUN 2017

TANGGAL : 27 Soptembor 2017

1. ALUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID KOMISI
PEMOHON PPID
| PEMBANTU | INFORMASI
11
=)
[T Prompe—
VA -
Qs whemmi
g :
2
R
da et
e o N
3 -
Ya
e

10




2 s

Katerangan Alur Layanan Informast Publik :

L
2.

Pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada PPID.

Sekretariat menerima permohonan, kemudian mencatat data pemohon dan data
tentang informasi yang dwminta,

Sekretariat memberikan tanda bukti mengajukan permohonan kepada pamohon.
Berdasarkan data informasi yang diminta, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi
Informasi melakukan pengecekan apakah Informasi yang diminta oleh pemohon
termasuk dalam kategort dikecualikan, Apabila termasuk data yang dkecualikan,
maka Bidang Pengolzhan Data dan Klasifikasl [nformas mengembalikan ke
Selretariat untuk disampaikan kembali kepada pemohon, Sedangkan apabila
informasi tidak termasuk yang dikecualikan maka permohonan diteruskan ke
Bidang Pelayanan Informas: dan Dokumentasl,

Bidang Pelayanan Informas dan Dokumentasi menylapkan maten javwaban.
Berdasarksn bahan/ data darl Bidang Pefayanan Informasi dan Dokumentasi,
Sekretariat menyusun jawaban stas permohonan yang Gterima.,

Sekretariat menyampaikan infermas kepads pemohon,

Apabila pemohon menganggap infarmasi yang diperoleh tidak sesual dengan yang
diharapkan, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atazan langsung
PPID sehingga terjadi sengkets informasi. Dalam hal terjadl sengketa, Bidang
Bidang Fasiitasi Penyolessian Sengketa Informasl melakukan upaya untuk
menyelesalkan sengketa,

Dafam hal Informas yang dissmpeikan oleh Sekretarat sudah sesual dengan
harapan pemohbon atau hasil deri penyelesaian sengketa cukup memuaskan
pemohon, maka pelayanan informas: selesai,

10. Apebila hasil penyelesaian sengketa yang ddakukan okeh Bidang Fasiitasi

1L

Peryelesaian Sengketa Informasi dianggap oleh pemohon tidak memuaskan, maka
dimintokan mediasi ke Komisi Informasi.

Dalam melaksanakan tugasmya Sekretariat dan Bidang-bidang dalam struktur PPID
akan melakukan koordinasl dan konfirmas kepada PPID Pembantu sesual dengan

lingkup kewenangan masing-masng.



S

2. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (RANGKAP DUA)

12go0 (names batay paiih fas M, sarcr tekgee, Pkl el Gha ol |
TORMMIUE PERNOMORAN INTORMASY
e MO Purdefiarwn W01 etaanl® e
Nava e e ——— ——
Awvat Pebarme - PR e T T TTEE ST
Raewr Tebmmes/Fyval
Mowtion whnresn yorg fhanrasr
Gavdavian btas lda perk) -
PIesTTe————— ‘A D e
2 D Mavdopa ivas b wtavvan
Cote Mpedepathan Selnas lnbarral** « 1 DMM
1 Duv
2 [Jom
. Dm
. D&—l
I =S U— ) -
Pervanas efsrme
Pretuges Pelayeras bamrau
(Pereres Porrchonar|
3 | ' |
" mara cun Tenda Tongen Rava e Touda Tangen
Lrrangan.

o Do ieh it tardanarkan reews sl paTestanm inbereai Rzia
O i (20 dergat marrten Leeda V)
St vy i et




>

Di Bati Formullr Permohonan Informas Dicetak informas! berhut:

Hak-hak Pamohon Informas!

Berdasackan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasl Publik

L Pemohon Informasé berhak untuk meminta selurub informasi yang berads di Bacdan
Publik kecuall (a) informasl yang apatels ditnka can dibevikan kepada pomobon  formas
dapat: Merghambet proses penegalan hukum; Menganggu kepertngan perindungan hak
#as  kokapaan  Intelektual can  perindungan darl  persaingen  usshe  Udek  sehat;
Membehayakan pertshanan dan kesmanan Negaras Mengungkap kekayaan abm Indonesia;
Merugitan katahanan okonoed nasional; Merugkam kepentingan  hubungsn hasr neger;
Mengurgkap = akta otentik yoang bersdat pribedi dan hemauan ki ataupun wasiat
sessorany; Mengurokio radasia pribadi, Memorandum atau surat-sust antar Bodan Pubik
#au intra Badan Publk yang memarut sfatrys drahesiokan becusll des pulusan Kemis
Informast otau Pengodian; [nformasi yang tidok bolkeh diungkapikan berdasarkan Uncang-
undang, (b) Bacan Pubitk jugd dapat tidak momberkan informas yang belum dhussal se
didolumentasican,

11, PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUXTI PERMOMONAN INFORMASI BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanca buktl permohonan
Informas tidak diberfsan, tanyokan kepeds petugas knformasi alisannya, mungiin permintaam
informas ando hurang lenglap,

1L Pemchon Informas berbak mendspetkan pemberitahuan tertulis lemang dierma st
tdakys permobunsn efoemasi dalam Jangka wakiu 10 (sepulub) hari kerja selik
dherianya permohonan nformast okeh Sadan Publk, Bacan Pubik dapat momeerpaniang
wakty untuk memberi jowaban teetudis 1 x 7 hawd kerja, dalom Ral: informasl yang dimista
belun dkussai/ddolumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah Informasl yang diminta
tormasuk informas! yang divecusihan atay tidak,

IV, Biaya yang dkenakan tagl penmintasn atas sallen Informasl berdasarkan surat kepatusan
Pemoinan Badan Public adalah {disi sesual dengan st kepotuman Pimpingn Badan Putii)

V., Apsbils Pumobon Informasi tidak puss dengan keputusan Badan Publik (misal:
mwmmmmwmyoumm.mh
mmmmwmmmmmm
30 (tige puiub) hari kerfa seink permchonan nformas diiolek/diemukerys sl
keberitan lainnya. Atasan PPID wajb memberikan tanggapsn tertulls atas kebetan yang
dajukan Pemohon Informast selambat-ambatoys 30 (tiga puluh) harl kerfo sefak
dRertma/ dratatya pangaguan keberaton dalam register keberatan.

nmm:mmmmmmm,mm
informast ¢apat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangea wekiu 14
(muu)mmmmpmmmwmlw
Ptk
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G
4, FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

ogo nana bodan pubik dan samat, nomor teepon, faksinis, emal (Jia ads))
bacen PEMBERITAHUAN TERTULIS
pubhk

Bordssarkan permohooan [nformas! pada tanggal . Butan . tahun . dengsn nomor percdialtaran® .,
Kari mesyampalan hepa® Saudant

Nama B asmesssten L S —
Alamat 3
No. Telp/Emall T T B .
Pemberiahuan sebagal berkut:
A e e
No, Informasd Keterangan
Pubtik
L | Penguasaon Infarmast ++Kami
PuiiR* +Badan Putdih lan, yatu
2 | Bertuk fsik yang tersedia®® |« Sofcopy (Memasuk relaman ).
+ 2 Havdagyalnan tertuls.
1 | Mays yang Shutubkan*** | -Fesyalnan Rp. . % ..[jpmih lembaran) = Ry
whengnman | Rp......
~imnbin_ RO ...
T T —
4. | Waktu
Fﬁ’l%mm'“' aianian kerias Gia

«  Informasi yang diminta belum ddolumentasian
Penyedisan Wormasi yang beam didokumentaskan clakulan calam jangka wakty ... *****

............ ST T ——— LT LT )

Pejabat Pengelota Informasi don Dokumentasi (PPID)

{ et

Keterangan:

e Dl sssuai dengan nomor pendafaran pada formulr permohonan.

s Plh salah satu deegan membert tands (V).

e ehnmnﬂmw-wmomcwmmmmmmmu)
Sesual dengan standar Diays yang telah dRetapkan,

DT mummmd*mamm.mmamm

veees (sl dengan ketersngan wakty yang jelas untuk menyediakan informagl yang diminea.
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5. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN
PERMOMONAN INFORMASI (RANGKAP DUA)

[mama badan pubidk dan ¥amat, nomor tefepon, faksimil, emisl (Jis &)
g0
bacan publk SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN
No. Pendaftaramt® ...

Nama PR 53 ST TSt S g 1Y
Alamat B | o Lt kb et oy velmmal Al ) Sevth A
it | R T
Telp/Emall B i i NN
Rindan Informasi yang dibutubkan ¢ .. 0

PPID memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIXAN

Pengecuaban
Informasi didasarkan : Pasal 17 huruf ... UL KIP, **
pada alasan

Pasal .. Undang-Unctang ....***

Babwe berdasartan Pasab-Pasal ¢l otas, membuka [nformanl tersebul dapal menimbufhan konsakuens sebagad

berkar!
3
siblesisaiosennes B I e e Sttt 2
S R — e 8 0 B —® B B B8P ——n B B L EO O A AR NIl R R L L L L e e T L e L L DL RS
—— 8 & & . & & & G § § 4 - —— I T T e i il LT Trrrmaary
demikian m bahwa:
.

A Pemohon Informas keberatan atas penciatan v moks Pemchon leformasl dapat mengajekan keberatan
kepads atasan PPID selambat-lsmbatrys 30 (Uga puiuh) hael kerfa sefek menerime Surst Keputusan i

i TRMPAR), .o [t0N08, bulan, Gan tahun) ****]
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Keterangan:

*Ditst cleh pelugas bardasarkan nomor registrast permohonan Informas Publk,

“0ikd olgh PRID sesuai dengan pengecuslisn peda Pasal 17 huruf 2 - 1 UU KIP,

srSosunl dengan Pasal !7W)WW.MMMDMWMWMnQMMwM
lain yang mengecusiiian informasl yang dimobcn tersebir (sebutian pasal dan undang-undangmyo).
"wommmmnmmmmmmmun tortuls sebogaimare dislur

| galem L KEP den Peraturan el




FORMAT FORMULIR KEBERATAN (RANGKAP DUA)

[mmmmmmmnwmuw

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI

m“m . Gusbetemesedssh ittt D bl T Y Y L L LT

B ALASAN PENGASUAR KEDERATAN®**

Permohonan Informae o tolak
Informars berkals DOk Cisadiaion
Parmntaas formas tdak diargiol

Pamintzen Fformas FENGOIP Dok otage mere yarg G
Formrdaan informas tidek dpenul

Sayn yong rhecedean Bdak majer

Informasd dsampaidan matebhl gk wabtu yang dbertuban

$ 0 a0 P

€. KASUS POSISE (fammahkon keetes bila parks)

0. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KESERATAN AKAN DIBERIRKAN ; [sogua ) fdulan), {ortun oW
oy petuguesje o

Dondan kebondin in S3ys sampadan, s pachatten dan SRNGOIPATTTYS, NN wakan enmakash.
iooereessenses s (BATPEENY, s s sesicsisne [URNGGATY, [Dulan), [Satrn] Sooo*

m LR LA
Petugas Informas: Pengaju Keberatan
(Penerima Keberatan)
Qe commsstsrrrymmmns stsattsssotn ) | U —— S—
& Tanda Tangan Nama & Tarda Tangan
KETERANGAN

’ wmnmwmmmmmnw

o m‘mmmmmmmmmmm.

soe mmm»wmmmmwmmmwmmm
eaes  Duml wewsdi dongan setestuan janghs webktu dalym UL KID

L b tmmwmmmymwwmuumw

mmmmmww
senare muwmmm.mmmmmmwm




7. REGISTER KEBERATAN®

4Pl 3 gyt [1) LR EIF)

Kepa F e i 1D

T o Tiegad! FEamarald LN m
Elan Fehwrpigm

Flaiormm rlwn Poxtd doeas PRIDY
Tarepaacen Persgogn |rftererm

{Farcd 16 arvad 1}l K1Y
i Ty | Mae Al v Paviafiamn | by PeupyaLyF brjud i Aluban Earrdeium Hama-Lar Posisd Ty R
Eordad | Prierean Permotaone] D Lo L ol I o o L D BN Ay L FeTihad
It I et atam boaTral
: . C : h e =
Hensapgan
P ; il ledang resTny egitras et
Tyl : i ety tarol bebeTytan ey,
harg | ergEn METE Eerohen FevaTrad e ) eEsg uban i Seefelic Rsnaep
Aaral il lewineg alyral leaghag dan iy Pemodad [ nigemve
Pz Enrtpd ¢ s Lewbing newmer baosl rearn iminger i Taknrrdi s seb byl Perahor [ebus Fubi,
Pk P | i imwiwng pederjasn Permobon Infermund Fubia
W, Peruisfares Pemmoheras bfmas - gl jreieng povrey peada R (oeis Bereie pErvwiboroe el e bl beterts haiead ainas o o pang Boan dermarsian secene periols, mako koban i tidal pei SR
irframum waag drunka : gl chergan infoseam peng theurla.
Tiy sy Fesgguiaan i iraud { P Ipeteng Brame plasan parmnhonan dan penogrureen nforeel
Bl Pt Teleralas - gl chergon Metterkan 00 (V] Ml M ] ks uiLE Tergapian keerrlen setagaana Passl 15 sl ]| Uncng Ureeng

i Eeterbabags bvormean Pubdd;

Parryariadias wlorrod parg meleids gk wisty pang datr telan Urrlang Lindars Katwrbubsan Informea Pbie
| et hEpilnnan pang darl pieh AR 1D
{ i it o Darcal [ETEAE BN Sl bESETLEL

A
i
£
E
i
:

b MG L (TR ) BN Ty DATEMON B SETOE Mtrm TNl Vg 300 podis SPG BaLit PR aei Prjalat pang dberpuk ok reeakl dtaan 2R D
§ i dengan npEeen Femohan Inforarl Pt 5o aestean asan PR
WALIKOTA MADIUN,
ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.




